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Jakarta, 25 Juli 2014

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
JI. Medan Merdeka Barat No. 6
di-
Jakarta

Hal: Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 jo.
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 536/Kpts/KPU/ITAHUN 2014, tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden Terpilih Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun
2014, tertanggal 22 Juli 2014.

Dengan Hormat,

Perkenankan kami, yang bertanda tangan dibawah ini : Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun zoqef, %
atas nama :

1] Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Tempat/Tgl. lahir  : Jakarta, 17 Oktober 1951
Umur - : 63 tahun
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan)
Agama : Islam
Alamat : Kampung Gombong RT.003/RW.009, Kel. Bojong Koneng, Kec. Babakan
Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
2] Nama : Ir. H. M. HATTA RAJASA
Tempat/Tgl. lahir : Palembang,18 Desember 1953
Umur : 61 tahun
Pekerjaan . Anggota Kabinet Kementerian
Agama : Islam
Alamat - JI. RS. Fatmawati Rt. 003, Rw. 009 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak,

Jakarta Selatan

Keduanya adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dalam Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan
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Telp : 0812 8286 1214
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Pasangan Calon
Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 31 Mei 2014 dan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Urut dan Daftar
Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 1 Juni
2014, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum dikantor Kuasa Hukumnya tersebut dibawah ini

dan telah memberi kuasa/t(epada: B 23 Zolty Qu—

Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H.
HABIBUROKHMAN, S.H., M.H. DIDI SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.
ZAINUDDIN PARU, S.H. DR. Hj. ELZA SYARIEF, S.H., M.H.
FIRMAN WIJAYA, S.H., M.H. ALAMSYAH HANAFIAH, S.H.
HERU WIDODO, S.H., M.Hum. DOREL ALMIR, S.H., M.Kn.

M. MAHENDRADATTA, SH.,MA., MH., PhD. Dr. S. F. MARBUN, S.H., M.Hum.
DR. HINCA IP. PANDJAITAN, S.H., M.H. AGUS SETIAWAN, S.H.

PARAMITA ERSAN, S.H. JAMALUDIN KARIM, S.H.
FAHMI H. BACHMID, S.H., M.H. MUH. SATTU PALL, S.H.

TOTOK PRASETIYANTO, S.H. ROBINSON, S.Sos.,S.H.
SAMSUDIN, S.H. DHIMAS PRADANA, S.H.

AAN SUKIRMAN, S.H. SYARIFUDDIN, S.H.

KRISTIAN MASIKU, S.H. BAGUS RP. TARIGAN, S.H.
MELISSA CHRISTIANES, S.H. TINA HARYANING, S.H., M.H.
Hj. DIFLA WIYANI, S.H., M.H. SLAMET T, S.H.

PANHAR MAKAWI, S.H. ABDULRAHMAN TARJO, S.H.
MUHAJIR, S.H., M.H. GANI LATAR, S.H., M.H.
GUNTUR FATTAHILLAH, S.H. SUTEJO SAPTO JALU, S.H.
HERY SUSANTO, S.H. EGA WINDRATNO, S.H.

M. RATHO PRIYASA, S.H. RITA SUHERMAN, S.H.

AHID SYARONI, S.H. ABI SAMBASI, S.H.

ERWIN FIRMANSYAH, S.H. M.R. PAHLEVI EL-HAKINM, S.H., M.H.
A. FURQON NURZAMAN, S.H. DWI PUTRI CAHYANI, S.H., M.H.
WAHYU BASKORO, S.H. SYAF AFIF MALIKI, S.H.
WARNO, S.H. MUHAMMAD SAHAL, S.H.

RIZA IRWANSYAH, S.H. ROBERTH ARITONANG, S.H., LL.M.
FARID GHAZALI, S.H. FARHAN HAZAIRIN, S.H.

ANIES PRIYO ANSHARIE, S.H. BUDHI KUSWANTO, S.H.
FAJAR HERUMURTY, S.H. NOVANDA KURNIAWAN, S.H.
ACHMAD ARDIYANSYAH BUDIMAN, S.H.  DAHLAN PIDO, S.H.

ZAENAL FANDI, S.H. IMAM ASMARA HAKIM, S.H.
ASRI HAYAT SAPUTRA, S.H. RENAL AKTA YUDHA, S.H.
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YOSAFAT TUNJUNG TRIHARJANTO, S.H.
ST. ADVENT HARI NUGROHO, S.H.
MOKKI ARIANTO, S.H.

ERWIN SIMANJUNTAK, S.H.

FAISAL, S.H.

MOHAMMAD IKHSAN, S.H.

M. SAID BAKHRI, S.Sos, S.H., M.H.
ALEX CHANDRA, S.H.

HENDARSAM MARANTOKO, S.H.

IKA FRANOVA OCTAVIA, S.H, M.Hum.
RAHMAN KURNIANSYAH, S.H.

LISTA HURUSTIATI, S.H., M.H.
MUHAJIR, S.H., M.H.

ESRA SITORUS, S.H.

ISMU HARKAMIL, S.H., M.H.

EVI RISNAYANTI, S.H.

ALLOVA HERLING MENGKO, S.H.
ANDREAS MEDIO YULIUS, S.H.
DENI SYAHRIAL SIMORANGKIR, S.H.
M. MUSLIM, S.H.

MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H.
SALAM TAKZIM MAQDIR, S.H.
MAULANA BUNGARAN, S.H.
MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.
EVA YULIANTI, S.H.

ACHMAD SAFAAT, S.H.

FERDIAN MAHZAN FAUZI, S.H.
COKI TN SINAMBELA, S.H., M.M.
SAHRONI, SH.

CHAIRUL ARIDIN, S.H.

ARISTYA KUSUMA DEWI, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada “Tim Pembela
Merah Putih”, yang berdomisili hukum di RUMAH POLONIA, JI. Cipinang Cempedak | No.
29, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON.

Perkenankan PEMOHON dengan ini menyampaikan Permochonan Keberatan/Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan OBYEK PERMOHONAN, berupa

e Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014; juncto

e Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Melawan :

KOMIS!I PEMILIHAN UMUM, berkedudukan hukum di JI. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310, Telp.
021- 31937223 , Fax. 021-3157759, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Adapun uraian permohonan keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Sekretariat
Emzil
Telp

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
: prabowochatta.sekretariat@gmail.com
0812 8286 1214
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Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat
(1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan
perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional, peserta Pemilu

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara
oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4
Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pedoman beracara berikut obyek
permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan, dalam hal terjadi perselisihan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional, yang
diajukan peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili
perselisihan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang
Pemohon ajukan.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1.

Sekretariat

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur
dengan tegas bahwa Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, diatur bahwa, Pemohon dalam perkara PHPU Presiden
dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Calon Wakil Presiden
Tahun 2014 tertanggal 31 Mei 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden
dan Calon Wakil Presiden Pemifihan Umum Tahun 2014 tertanggal 1 Juni 2014, Termohon

Rumah Polonia J1l. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
Email : prabowohatta.sekretariat@gmail.com
Telp : 0812 8286 1214
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telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 jo. Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor : 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014, Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 secara nasional pada tanggal 22 Juli 2014;

5. Bahwa dengan demikian, Pemohon selaku Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Nomor Urut 1 merupakan Peserta Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia Tahun 2014 yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai
Pemohon yang mengajukan Permohonan dalam perkara a quo;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
juncto Pasal 74 ayat (3) UU MK juncto Pasal 8 Peraturan Mahkamah
Nomor 4 Tahun 2014, telah ditetapkan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan
perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah 3 x 24
jam setelah penetapan dan pengumuman Hasil Perolehan Sura dalam Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden secara Nasional;

2. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 secara Nasional pada tanggal 22 Juli
2014, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 jo. Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor : 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014 tertanggal 22 Juli
2014;

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan aquo kepada
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014, sehingga
permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan
perundang-undangan, sehingga beralasan hukum untuk diterima;

4. POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai
berikut :

Dalam Pelanggaran Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Sekretariat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
Email : prabowohatta.sekretariat@gmail.com
Telp : 0812 8286 1214
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4.2.

43.

4.4,

45,

Sekretariat

Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan
Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 jo.
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli
2014.

Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan
calon sebagai berikut :

No. Nama Pasangan Calon Suara %

q H. Prabowo Subianto — Ir. H.M. Hatta Rajasa 62.576.444 | 46,85%
2 Ir. H. Joko Widodo — Drs. H.M. Jusuf Kalla 70.997.833 | 53,15%
Jumlah 133.574.277 | 100,00%

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut
hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden No.
Urut 2 atas nama Ir. H. Joko Widodo — Drs. H.M. Jusuf Kalla sebanyak = 70.997.833
suara dibandingkan dengan PEMOHON yang memperoleh sebanyak = 62.576.444
suara sehingga SELISIH perolehan suaranya hanya sebanyak = 8.421.389 suara,
diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan
disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh Termohon, baik sendiri-sendiri
maupun secara bersama-sama dengan Pasangan No 2 berupa perbuatan
melakukan kecurangan dan pelanggaran serius, yang bersifat terstruktur, sistematis
dan massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan
Pasangan Calon No Urut 2 saja dan sebaliknya, merugikan PEMOHON.

Bahwa dalam proses penghitungan Hasil Pemungutan Suara, terdapat
kesengajaan dari Penyelenggara Tingkat bawah untuk merubah hasil perhitungan
dari TPS-TPS ke PPS, PPS ke PPK,PPK ke KPU Kabupaten/Kota, dari KPU
Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi, dengan cara tidak mengindahkan
REKOMENDASI-REKOMENDAS! Panwaslu Kabupaten/Kota danfatau Bawaslu
Provinsi agar dilakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di TPS-TPS yang terbukti
terdapat pelanggaran, selain juga REKOMENDASI agar dilakukan
PENGHITUNGAN SUARA ULANG, sehingga terjadi atau diperoleh hasil
perhitungan suara yang akhirnya memenangkan Pasangan Calon No Urut 2.

Bahwa rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon adalah
salah, sedangkan seharusnya dalam hal TERMOHON jujur, mandiri dan tidak
memihak kepada Pasangan Calon No. Urut 2, maka perolehan suara yang benar
menurut Berita Acara Formulir C-1 KWK KPU, D-1 KWK KPU, DA-1 KWK KPU, DB-

Email : prabowohatta.sekretariat@gmaill.com
Telp : 0812 8286 1214
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4.8.

4.9.

Sekretariat

1 KWK KPU, DC-KWK KPU dan DD-KWK KPU, adalah sebagaimana rekapitulasi
berikut :

No. Nama Pasangan Calon Suara %

1 | H. Prabowo Subianto — Ir. H.M. Hatta Rajasa 67.139.153 | 50,25%
2 Ir. H. Joko Widodo — Drs. H.M. Jusuf Kalla 66.435.124 | 49,74%
Jumiah 133.574.277 | 100,00%

Bahwa sebagai perbandingan, berikut PEMOHON sandingkan rekapitulasi hasil
perhitungan suara yang BENAR dengan yang SALAH, yang hasil akhirnya
menjadikan PEMOHON unggul dengan selisin 704.029 suara, yakni :

No Yang BENAR Yang SALAH
Urut Versi Pemochon Versi Termohon
Suara % Suara %

1 67.139.153 50,25% 62.576.444 46,85%
2. 66.435.124 49 74% 70.997.833 53,15%
133.574.277 | 100,00% 133.574.277 100,00%

Bahwa atas dasar adanya kesalahan perhitungan suara yang dilakukan
TERMOHON tersebut, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk
selanjutnya menetapkan perolehan suara Pasangan Calon yang benar dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagai berikut:

No. Nama Pasangan Calon Suara %
Uru ;
t

1 H. Prabowo Subianto — Ir. H.M. Hatta Rajasa 67.139.153 | 50,25%
2 ir. H. Joko Widodo — Ir. H. Jusuf Kalla 66.435.124 | 49,74%
Jumlah 133.574.277 | 100,00%

Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Atau, dalam hal bukti-bukti hasil rekaputulasi yang PEMOHON miliki dianggap tidak
memberi keyakinan yang cukup bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka
perkenankan PEMOHON menyampaikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran
dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Tahun 2014 yang sarat dengan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon
No Urut 2, yang secara kasat mata berlangsung didepan mata pasangan calon
lainnya, yang hanya dapat dilakukan oleh pasangan calon yang mempunyai

Email : prabowohatta.sekretariat@gmail.com
Telp : 0812 8286 1214
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kekuasaan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang berdampak pada
kemenangan pasangan calon No Urut 2 tersebut.

Dalam Pelanggaran Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 yang Terstruktur, Sistematis dan Massif

4.10. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun

4.11.

Sekretariat

2014 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik
kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 2 dan/atau oleh
TERMOHON, yang telah PEMOHON tolak hasilnya dan sampaikan keberatannya
kepada TERMOHON pada saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan
Suara Tingkat Nasional pada tanggal 22 Juli 2014, dengan mengisi Formulir
Keberatan Model DD2-KWK KPU oleh karena telah terjadi kecurangan yang
uraiannya telah Saksi Mandat PEMOHON sampaikan secara tertulis kepada
TERMOHON.

Bahwa PEMOHON meyakini telah terjadi pelanggaran dalam Proses Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang Terstruktur, Sistematis dan
Massif yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon, yang juga
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili
pelanggaran-pelanggaran dimaksud dengan dasar sebagai berikut

1) Bahwa berdasarkan yursiprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-
VII1/2010, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat : “Kewenangan
Mahkamah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak semata-
mata berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, tetapi juga bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang..., dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum?®.

Menurut Mahkamah pengertian memutus tentang perselisinan “hasil” pemilihan umum
lebih luas pengertiannya dari pada memutus (sengketa) “hasil penghitungan suara”
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Lebih dar itu, menurut beberapa undang-undang yang terkait dengan Pemily,
pengertian pemilihan umum mencakup proses mulai dari tahap persiapan,
pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum. Penghitungan suara hanyalah
salah satu bagian dari tahap akhir pemilihan umum. Jika proses pemilihan umum
diselenggarakan secara Luber dan Jurdil, maka hasilnya pun dapat mencerminkan
kebenaran yang sesungguhnya, sebaliknya jika pemilihan umum kepala daerah
diselenggarakan secara tidak Luber dan tidak Jurdil, maka hasilnya pun tidak dipercaya
kehenarannya.

Dalam praktiknya ternyata banyak pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun
pidana, yang terjadi di dalam proses sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan

Email : prabowohatta.sekretariat@gmail.com
Telp : 0812 8286 1214

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur



)

5 B N R

B ™ N L ™ I UV I U A UV U N B O R U S Y

-

2)

4)

o)

Sekretariat

suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kab/Kota yang tidak dapat diselesaikan secara hukum
oleh penyelenggara pemilu, sehingga masalahnya dipersengketakan ke Mahkamah.

Dengan demikian haruslah dipahami pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010, yang menyatakan:

“

bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, tidak hanya
menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan
dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil
penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik
pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan tetjadinya
hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk
menegakkan keadilan”.

Di samping itu, Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti
di atas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah
Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010 a quo. Dalam hal ini
Mahkamah, seperti pandangan-pandangan sebelumnya, bertujuan untuk menegakkan
keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural belaka;

Di samping itu, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan”, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal
2 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga
negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia’;

Mahkamah dalam hal itu tidak berarti menambah aturan tertulis yang telah ada. Dalam
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan mengawal
konstitusi, Mahkamah diberi kewenangan untuk menafsirkan secara luas. Termasuk di
dalamnya Mahkamah dapat menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan
UUD 1945 dan menyatakan tidak mengikat (termasuk bertentangan secara bersyarat)
dan mengesampingkan suatu norma (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
066/PUU-11/2004, bertanggal 12 April 2005), menyatakan bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak mengikat secara hukum dengan syarat-syarat tertentu;

Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak hanya
berdasarkan undang-undang an sich tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-
nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang telah ada sebelum
putusan diucapkan (“....to be already existent before his decision”). Hakim Konstitusi
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bertindak “as a declarer of the community’s law”.. Oleh sebab itu jika suatu pemilihan
umum diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang
terstruktur, sistematis, masif, dan intimidasi maka pemilihan umum yang demikian telah
mengabaikan prinsip konstitusi khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan
masyarakat, sehingga harus dibatalkan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan
pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya
pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena
sesuai dengan asas nemo ex alterius facto praegravari debet. Artinya, seseorang tidak
boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan
umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

4.12. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
telah terjadi pelanggaran proses yang mempengaruhi hasil, mulai dari tahap
persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum, sebagaimana
Pemohon uraikan dibawah ini.

Termohon dengan sengaja mengabaikan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau
Panwaslu Kabupaten/Kota agar Melakukan Kilarifikasi dan/atau Pemungutan Suara
Ulang atas Permasalahan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)

4.13. Bahwa pelanggaran lainnya tentang penyalahgunaan Jalur DPKTb oleh Termohon,
terjadi dan berlangsung di berbagai daerah sebagaimana fakta hukum berikut :

1)

2)

3)

Sekretariat

Bahwa syarat untuk DPKTb sesuai dengan Pasal 29 Peraturan KPU No. 9 Tahun
2014 yang berbunyi : “Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih
yang memiliki identitas kependudukan berupa KTP, Passpor atau identitas
kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan tetapi belum
terdaftar dalam DPT PPWP maupun DPTb PPWP, Pemilih bersangkutan dapat
dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (Model A.T PPWP) di TPS
yang sesuai dengan alamat pada identitas Kependudukannya”.

Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 terjadi
permasalahan mengenai DPKTb yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU No.
9 Tahun 2014, dimana banyak fakta bahwa DPKTb banyak dimanipulasi oleh
penyelenggara bekerjasama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2
dilakukan dengan cara melakukan penambahan DPKTb di Basis Pasangan
Nomor Urut 1, sementara di Basis Pasangan Nomor Urut 2 penambahan DPKTb
rendah.
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4) Bahwa daerah Basis Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat Partisipasi dari
Pemilih yang menggunakan DPKTb sangat rendah, antara lain terjadi di daerah
Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua, ............

5) Bahwa pada saat pemungutan suara Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih
Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor
LEBIH BESAR DARI DPKTb yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

6) Bahwa DPKTb yang sangat tinggi terjadi di 1.124 Kecamatan, 10.827 Kelurahan,
84.818 TPS di seluruh Indonesia yang melebihi jumlah surat suara yang harus
dikirim ke TPS yaitu Jumlah DPT + 2% Surat Suara, antara lain :

a. Di Tingkat Kecamatan se Indonesia, yaitu sebagaimana pada Tabel |
b. Di Tingkat Kelurahan se Indonesia, yaitu sebagaimana pada Tabel l|
c. DiTingkat TPS se Indonesia, yaitu sebagaimana pada Tabel llI

7) Bahwa terbukti banyak surat suara siluman yang melebihi surat suara yang
dikirim oleh PPS ke TPS-TPS.

4.14. Bahwa permasalahan mengenai Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang
terjadi di seluruh Indonesia, khusus yang terjadi di DKI Jakarta telah mendapat
Rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta, sebagaimana fakta hukum berikut :

1. Provinsi DKI Jakarta

1) Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara, incasu
KPU DKl Jakarta yang telah memberi keleluasaan kepada Pemilih untuk
mencoblos dengan melalui jalur “Daftar Pemilih Khusus Tambahan” (DPKTb)
yang cara-caranya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

2) Bahwa, KPU DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran No. 404/KPU-
Prov-010/VIl/2014 mengenai Surat Edaran KPPS, yang didalam Angka 7
Edaran tersebut diatur tentang pemilih DPKTb, yakni bahwa dalam hal
terdapat Pemilih hendak mencoblos melalui jalur DPKTb, maka KPPS harus
memastikan bahwa:

(1) Identitas tersebut sesuai dengan alamat RT/RW
(2) Menyerahkan foto kopi identitas dimaksud memilih pada rentang waktu pukul
12.00-13.00

3) Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara pada tanggal 9 Juli 2014, data
C1 dikumpulkan dan diserahkan kepada tim kampanye sebagai dokumen
Negara dan dimaksudkan untuk dianalisa;
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4) Bahwa, setelah terkumpul dan dianalisa, tim kampanye Prabowo Hatta
menemukan kejanggalan dan diduga telah terjadi pelanggaran dalam
pelaksanaan pemungutan suara, dimana data pengguna DPKTb secara
jumlah sangat banyak, dan diduga dilakukan bukan oleh orang yang
berhak, yakni bukan penduduk wilayah dimana TPS berada;

5) Bahwa, pada proses rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, tingkat Kota dan Tingkat
Provinsi para saksi Prabowo Hatta telah mengajukan keberatan dan bahkan
seluruh saksi Prabowo-Hatta di tingkat Kecamatan (PPK) telah mengajukan
keberatannya kepada KPU (bukti terlampir);

6) Bahwa pada tanggal 12 Juli 2014, tim kampanye Prabowo-Hatta telah
melaporkan dugaan adanya pelanggaran terhadap permasalahan tersebut
kepada Bawaslu Propinsi;

7) Bahwa, pengaduan Prabowo-Hatta tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu
dengan melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terhadap Penyelenggara
Pemilu;

8) Bahwa, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh bawaslu tersebut,
maka Bawaslu mengeluarkan rekomendasi berdasarkan Surat Bawaslu
Propinsi DKI Jakarta No. 276/BawasluProv-DKlJakarta/Vil/2014, tertanggal
17 Juli 2014, sebagai berikut:

1. Merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 17 TPS;

2. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan jajaran dibawahnya
untuk melakukan kroscek dokumen terhadap 5.802 TPS dengan melibatkan saksi
pasangan calon dan pengawas pemilu. Dan jika ditemukan pelanggaran maka
dilzkukan pemungutan suara ulang.

9) Bahwa pada hari yang sama kemudian Bawaslu Provinsi DKI mengeluarkan
surat rekomendasi Nomor : 277/BawasluProv-DKlJakarta/VIl/2014, tertanggal
17 Juli 2014, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilakukan
pemungutan suara ulang di 13 TPS;

10) Bahwa, KPU DKI Jakarta hanya melaksanakan pemungutan suara ulang pada
tanggal 19 Juli 2014 di 13 TPS saja, selain dan selebihnya tidak diindahkan,
sebagaimana direkomendasikan oleh Bawaslu DKI Jakarta;

11) Bahwa atas rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta, KPU RI menindaklanjuti
dengan memerintahkan kepada KPU DKI Jakarta dengan Surat tertanggal 19
Juli 2014, agar melaksanakan dan menindakianjuti Rekomendasi Bawaslu
DKl Jakarta untuk melakukan klarifikasi dan pemungutan suara ulang di 5.802
TPS di wilayah DKI Jakarta. [LAMPIRAN TABEL...... ]
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12) Bahwa sampai dengan permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, KPU DKI Jakarta tidak melaksanakan perintah KPU RI
untuk menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada point
2 diatas mengenai kroscek dokumen 5.802 TPS dengan melibatkan saksi
pasangan calon dan pengawas pemilu.

2. Provinsi Sumatera Utara

1)

Sekretariat

Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan Termohon yang dengan
menggunakan kekuasaannya merubah hasil perolehan suara, sehingga didalam
Formulir C-1 terjadi atau diperoleh jumlah suara pasangan calon menjadi 100%
sampai dengan 200%, yang terjadi di Kabupaten NIAS SELATAN, dan atas
pelanggaran tersebut Pemohon mengajukan Keberatan ke Panwaslu Kabupaten
Nias Selatan, kemudian atas hasil pemeriksaan tersebut, Panwaslu Kabupaten
Nias Selatan mengeluarkan rekomendasi untuk PEMUNGUTAN SUARA ULANG
di TPS-TPS sebagaimana telah Pemohon laporkan, dengan fakta hukum
sebagai berikut :

(1) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/290/PANWASLU-NS/NV/11/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Teluk Dalam khusus di
TPS 3, 10 dan 12 Desa/Kelurahan Teluk Dalam, TPS 2 dan 4 Desa
Bawodobara, TPS 1 Ganowo Saua, TPS 1 Bawonifaoso, TPS 1 dan 2
Sanekhe Hosi, TPS 1 Hililaza, TPS 1 Hilinamozaua Raya, TPS 1, 2 dan 3
Hilifalago, TPS 2 Hilifarono, TPS 1, 2 dan 3 Hilisaotoniha, TPS 2 Hilifalago
Raya, TPS 2 Bawolowalani, TPS 1, 2, 3 dan 4 Bawozaua, TPS 1
Hilimondregeraya, TPS 1 dan 2 Nanowa, TPS 1, 2, 3 dan 4 Hilinamozaua,
TPS 1 dan 2 Hiliamuri;

(2) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/313/PANWASLU-NS/VIIf2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Ulususua khusus di
TPS 1 Desa Amandraya, TPS 1, 3 dan 4 Desa Sifaoro Asi, TPS 2 Hilinifaoso,
TPS 1dan 2 Susua.

(3) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/294/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Fanayama khusus di
TPS 1 Desa Hilinawalo, TPS 2 dan 3 Desa Hilinawalo Fau, TPS 1 Desa
Hilikara Maha, TPS 2 Eho Orahili Fau, TPS 1 dan 4 Desa Hiliamaetaniha,
TPS 4 Desa Botohilitano, TPS 2 Bawofanayama, TPS 1 dan 2 Desa
Siliwulawa, TPS 1 Desa Hilifaroksalawa, TPS 1 Botohilisaloo, TPS 2 Orahili
Fau;
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Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/307/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Maniamolo khusus di
TPS 2, 3 dan 6 Desa Hilisimaetano, TPS 1 dan 2 Desa Samadaya, TPS 2
Desa Pekan Hilisimaetano, TPS 1 dan 2 Desa Idala Jaya, TPS 1 dan 2 Desa
Faomasi Hilisimaetano, TPS 1 Ndraso Hilisimaetano, TPS 2 Soto'o
Hilisimaetano, TPS 1 Hilifalawu, TPS 1, 2 dan 3 Desa Hiliaurifa, TPS 3 Desa
Hilimaenamolo;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/311/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Amandraya khusus di
TPS 1 Desa Hilihoru, TPS 1 Desa Orahili, TPS 3 Boholy;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/310/PANWASLU-NS/V11/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Aramo khusus di TPS
1 Desa Hilimezaya, TPS 1 Desa Dao-Dao, TPS 1 dan 2 Desa Sikhorilafau,
TPS 1 Desa Hilimagiao, TPS 1 Desa Hume, TPS 1 Desa Hilimbowo, TPS 1
Sisobambomo, TPS 1 Desa Bagoa, TPS 1 dan 2 Desa Hiliamozula, TPS 1
dan 2 TPS Hiligafoa, TPS 1 Desa Hilisawato, TPS 1 Desa Aramo,

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/302/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lolomatua khusus di
TPS 1 dan 2 Desa Koolotano, TPS 1, 2 dan 5 Desa Tuhemberua, TPS 1 dan
2 Desa Caritas Sogawunasi, TPS 1 Desa Hiliotalua, TPS 1 dan 2 Hilifondrato,
TPS 1 dan 2 Desa Orodua Lawa-lawa Luo;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/308/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lolowau khusus di TPS
1 Desa Lolomoyo, TPS 1 Desa Nituwubaho, TPS 1 Desa Hilimbowo
Simalawa;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/309/PANWASLU-NS/NVII2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hilimegai khusus di
TPS 1 dan 2 Desa Togizita, TPS 1 Desa Bawosalo’o Dao-Dao, TPS 1
Togizita I, TPS 1 Hiliadulo, TPS 1 dan 2 Desa Tuho’owo, TPS 1 Desa
Hilitoese;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/305/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Ulunoyo khusus di TPS
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1 dan 2 Desa Hilimaera, TPS 1 dan 2 Desa Hilifakhe, TPS 1, 2 dan 3 Desa
Borowosi, TPS 3 Desa Marao, TPS 2 Desa Puncak Lolomatua, TPS 1, 2 dan
3 Desa Orahili Ulunoyo, TPS 1, 2 dan 3 Desa Hiliwaebu, TPS 2 Sambuly,
TPS 1 dan 2 Desa Bawololomaya, TPS 1 dan 3 Desa Loloana’a;

(11) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/304/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Huruna khusus di TPS
2 Desa Mombawa Oladano, TPS 1 dan 2 Desa Sisarahili Huruna, TPS 3
Desa Tarewe, TPS 1 dan 2 Desa Tundubaho, TPS 1 dan 2 Desa Hilimanawa,
TPS 3 dan 4 Desa Olayama, TPS 1 dan 2 Desa Fandoro Tuhemberua, TPS
1 Ehosakhozi;

(12) Rekomendasi  Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/306/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Onohazumba khusus
di TPS 1, 2 dan 3 Desa Sisarahili Oyo, TPS 1 Orahili Huruna, TPS 2 dan 3
Desa Sisobahili Huruna, TPS 2 Desa Lauso, TPS 1 Tetehosi, TPS 1 Hiliweto,
TPS 1 Desa Soroma’asi, TPS 2 Desa Onohazumba, TPS 1 Desa Fadoro
Ewo;

(13) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan - Nomor
700/287/PANWASLU-NS/VI1/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hilisalawe Ahe khusus
di TPS 1 dan 2 Desa Hiliadulo, TPS 2 Desa Talio;

(14) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/288/PANWASLU-NS/VI1/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Gomo khusus di TPS
1 Desa Orahili Gomo, TPS 1 Desa Sifaoroasi Gomo, TPS 1 dan 2 Desa
Sisarahili Eho, TPS 1 Desa Hilialaoa, TPS 3 Desa Umbu Idanotae;

(15) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/297/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Boronadu khusus di
TPS 1 dan 2 Desa Perjuangan, TPS 2 Desa Lewa-Lewa, TPS 1 Desa Siholi,
TPS 1 dan 2 Desa Siraha, TPS 1 dan 2 Desa Tuhegafoa;

(16) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/291/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Susua khusus di TPS
3 Desa Sifalago Susua, TPS 3 dan 4 Desa Hilimboho, TPS 3 Desa
Hilidanayao, TPS 2 Desa Orahili Susua, TPS 1 dan 2 Desa Bintang Baru,
TPS 2 Desa Hilitobara, TPS 2 Desa Orahua Uluzoi, TPS 1 Desa Hiliwaebu,
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Telp : 0812 8286 1214
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Sekretariat :

TPS 1, 2 dan 3 Desa Hilizamurugo, TPS 1, 2 dan 3 Desa Sisobahili, TPS 1
dan 2 Desa Hiliadulo Soi, TPS 1 Desa Hiliana'a Susua, TPS 1 Desa Hilimboe;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/295/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Mazo khusus di TPS 3
Desa Tetegawai, TPS 3 Desa Luahandoita, TPS 2 dan 3 Desa Tetegawai
Ehomo, TPS 2 dan 3 Desa Hilimaufa, TPS 1 dan 3 Desa Ulumazo, TPS 2
dan 3 Desa Tafulu;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/312/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Umbunasi khusus di
TPS 1 Desa Ambukha I, TPS 2 dan 3 Desa Lawinda, TPS 1 Desa
Foikhugaga;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/301/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Toma khusus di TPS 3
Desa Hilisataro Induk, TPS 1 Hilialawa, TPS 2 Desa Hilinamoniha, TPS 2
Desa Bawoganowo, TPS 1 Desa Hilisataro Raya I, TPS 2 Desa Hilisataro
Raya l;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/299/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Siduaori khusus di TPS
1, 2 dan 3 Desa Olanori, TPS 2 Desa Hoya, TPS 1 dan 4 Desa Ulu Idano
Duo, TPS 2 Desa Hilisac'oto, TPS 1 Desa Mondove, TPS 2 Desa
Umbusohahau, TPS 2 Desa Taluzusua;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/303/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Lahusa khusus di TPS
2 Desa Angorodua Balaekha, TPS 2 Desa Orahili Balaekha, TPS 2 dan 3
Desa Bowozihono, TPS 1 dan 2 Desa Hilizomboi, TPS 2 Desa Harenoro,
TPS 2 Desa Mogae, TPS 3 Desa Bawootalua, TPS 2 dan 3 Desa Lahusa [;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/292/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Somambawa khusus
di TPS 2 dan 3 Desa Silima Mbanua, TPS 3 Desa Oladano, TPS 3 Desa
Sitolu Mbanua;

Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/289/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
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melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Hibala di TPS 1 Desa
Tano Mokinu, TPS 1 Desa Duru, TPS 1 Desa Sepakat, TPS 1, 2 dan 3 Desa
Eho, TPS 1 Desa Hilikana, TPS 1 dan 2 Desa Sialema, TPS 2 Desa
Hilianombasela, TPS 1 Desa Tebolo Melayu;

(24) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/300/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Simuk khusus di TPS
1 Desa Silina, TPS 2 Desa Maufa, TPS 1 Desa Gondia, TPS 1 dan 2 Desa
Gobo Baruy;

(25) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/296/PANWASLU-NS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan P.P. Batu Barat khusus
di TPS 1 dan 2 Desa Bintuang, TPS 1 dan 2 Desa Bawasitora, TPS 2 Desa
Hayo, TPS 2 Desa Bawolawindra, TPS 1 Desa Hilizamorogo Tano;

(26) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/298/PANWASLU-NS/VI1/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan P.P. Batu Timur
khusus di TPS 2 Desa Labuhan Bazau, TPS 1 Desa Mahang Labara, TPS 1
Desa Labara, TPS 1 Desa Adam, TPS 1 Desa Labuhan Rima, TPS 1 Desa
Labuhan Rima Baru, TPS 1 Desa Pulau Bais;

(27) Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor
700/293/PANWASLU-NSNVI1/2014 tanggal 14 Juli 2014 agar Termohon
melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan P.P. Batu Utara khusus
di TPS 2 Desa Siofa Banua Lorang, TPS 1 dan 2 Desa Limo Biang, TPS 1
Desa Memong, TPS 2 Desa Teluk Limo, TPS 2 Desa Mazino Lorang, TPS 1
dan 2 Desa Bale-Bale, TPS 1 Desa Wawa;

Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada
Mahkamah Konstitusi agar demi menegakkan konstitusi, memerintahkan
Termohon melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk
melakukan Penghitungan Suara Ulang di sebanyak 287 TPS se- Kabupaten Nias
Selatan.

3. Provinsi Jawa Tengah

1)

Sekretariat :

Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor
Urut 2, terjadi dan berlangsung di wliayah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana
fakta hukum berikut :

a. Kabupaten Jepara

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
Email : prabowohatta.sekretariat@gmail.com
Telp : 0812 B286 1214
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(1) Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, ada gerakan secara
serempak di seluruh desa se Kabupaten Jepara yang melakukan
pembagian mie instan (Sarimi) dan sejumlah uang;

(2) Bahwa ada oknum pejabat yang mengarahkan kepada semua petinggi
Jepara untuk memilih salah satu calon presiden.

(3) Maka kami keberatan dengan hasil pemilu presiden dan menuntut
pemilihan ulang.

(4) Pelaksana pemilu ada yang tidak sesuai prosedur dengan mengganti
segel dengan lakban di PPK Jepara.

Kabupaten Purbalingga

Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat menerima hasil
rekapitulasi Kab. Purbalingga dikarenakan laporan temuan dari tim koalisi
merah putih terkait dugaan pelanggaran kampanye yang di lakukan oleh
wakil Bupati Purbalingga yang mengumpulkan kepala desa pada hari tenang,
dan arahan tersebut untuk memilih pasangan nomor 2 (Jokowi-JK),
berdasarkan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kab.
Purbalingga tetapi sampai saat ini laporan tersebut belum ada jawaban.

Kota Semarang

(1) Bahwa penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan di Rumah
Sakit, tanpa memberitahukan dan tanpa melibatkan para saksi kepada
Tim Pasangan Calon TPS-TPS.

(2) Bahwa di beberapa TPS di Kota Semarang, pengguna hak pilih datang
ke TPS tanpa menunjukkan identitas (DPKTb) padahal yang
bersangkutan terdaftar di TPS lain (DPT). Adapun daftar pemilih yg
masuk ke dalam kategori DPKTb diantaranya di TPS-TPS berikut :

a) TPS 5 kel. Sadeng

b) TPS 17 Kel Beringin

c) TPS 18 Kel Karangroto

d) TPS 12 Kel Wonotinggal
e) TPS 13 Kel Sekaran

f) TPS 4 Kel Tambakharjo

g) TPS 37 Kel Sendangmulyo
h) TPS 9 Kel Tegal sari

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
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d. Kabupaten Semarang

(1) Bahwa Panwas telah mengeluarkan Rekomendasi untuk buka kotak
surat suara di TPS 01 Desa Lerep Kec. Ungaran Barat Kab Semarang
karena diperoleh perolehan pengguna hak pilih sebanyak 205 suara
sementara suara sah/tdk sah sebanyak 204 suara.

(2) Bahwa tindakan untuk membuka kotak surat suara TPS 01 desa Lerep
Kec. Ungaran Barat, didapati Pemilih Hadir (C-7) sebanyak 204 suara,
hasil perhitungan surat suara sah sebanyak 203 suara, suara rusak/tdk
sah 01, jumlah 204 suara.

(3) Bahwa setelah dicermati dalam form D1 sudah dikoreksi pada pengguna
hak pillih tertulis 204 suara, tetapi ketika dicermati lebih jauh ke form C1,
terdapat banyak coretan angka yang menjadikan tanda tanya, pada
kolom jumlah pengguna hak pilih ternyata angka 205 angka 5-nya dicoret
dirubah 4, lalu angka sebelumnya terkesan disesuaikan, yaitu pada
jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada kolom jumlah yang
sebelumnya 204 dirubah menjadi 203 lalu angka sebelumnya dalam
kolom laki-laki disesuaikan dari semula 106 dirubah menjadi 105,
sehingga pada kolom jumlah pemilih laki-laki dalam kolom seluruh
pengguna hak pilih dicoret dirubah menjadi 106 suara yang semula 107
suara.

Kabupaten Demak

(1) Bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden Tahun 2014 masih
terdapat penyelenggara pemilu tingkat PPS yang bekerja tidak sesuai
petunjuk, karena di Desa Mrisen pelaksanaan Rekapitulasi PPS
dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014.

(2) Bahwa masih ditemukan kartu suara yang tidak ditandatangani oleh
KPPS.

(3) Bahwa penyerahan Blangko C1 Kosong dan penyelenggara meminta
kepada Para Saksi untuk mengisi sendiri.

(4) Bahwa terdapat jumlah kertas segel yang lebih dari 5 lembar.

(5) Bahwa KPPS masih banyak yang tidak menempelkan salinan sertifikasi
C1 dan D1 terkait transparansi public, sesuai amanat UU No.42 ps 140

4. Provinsi Jawa Timur

1) Bahwa di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Jawa

Timur yang didasarkan dari Laporan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahwa
status pemilih yang terdaftar dalam DPKtb (Daftar Pemilih Khusus

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
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2)

3)

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur

Tambahan) yang menurut Bawaslu Provinsi Jawa Timur patut untuk
mendapatkan penjelasan dari KPU Provinsi Jawa Timur, maka Bawaslu
Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Propinsi Jawa Timur
untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap DPKTb by name by
address dengan Form C-7, Form C-6 dan DPT, DPTb dan DPK
sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 PKPU 19/2014, meliputi :

a) Kota Surabaya sejumlah 54.642 pemilih

b) Kabupaten Sidoarjo sejumlah 27.060 pemilih

c) Kabupaten Malang sejumliah 16.830 pemilih

d) Kota Batu sejumlah 1.690 pemilih

e) Kabupaten Jember sejumlah 23.967 pemilih

f) Kabupaten Banyuwangi sejumlah 13.068 pemilih;

Dengan demikian, jumlah keseluruhan pemilih dalam DPT dan DPKTb dari
keenam kabupaten/kota bermasalah tersebut sebanyak : 137.257 Orang.

Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pendataan,
penelitian dan pemeriksaan status identitas DPKtb yang digunakan pemilih
pada saat menggunakan hak pilih di TPS, yaitu :

a) Jika menggunakan KTP maka harus dicatat identitas yang digunakan
adalah KTP, harus diperhatikan apakah KTP tersebut adalah KTP
setempat. Jika berasal dari daerah lain sebutkan daerah tersebut.

b) Jika menggunakan paspor harus dicatat bahwa identitas yang digunakan
adalah paspor. Harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah
warga setempat. Jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.

¢) Jika menggunakan KK, harus dicatat bahwa identitas yang digunakan
adalah KK. Harus diperhatikan apakah pemilih tersebut adalah warga
setempat. Jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah tersebut.

d) Jika menggunakan identitas lain seperti surat keterangan domisili maka
harus dicatat bahwa identitas yang digunakan pemilih adalah surat
keterangan domisili. Juga harus diperhatikan apakah pemilih tersebut
adalah warga setempat, jika berasal dari daerah lain, sebutkan daerah
lain;

Bahwa setelah data-data pengguna hak pilih dalam DPKib tersebut
terkumpul, harus dipastikan apakah pemilih tersebut sudah atau belum
terdaftar di DPT, DPK atau DPTb. Untuk memastikan hal tersebut agar
diperiksa (dicheck) melalui “sidalih”. Pemilih yang sudah terdaftar di DPT,
DPK atau DPTb dengan DPKTb yang terbukti menggunakan hak pilihnya
lebih dari satu kali, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan

Email : prabowohatta.sekretariat@gmail.com
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4)

o)

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur

untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS dimana pemilih
menggunakan hak pilih yang kedua kalinya dan terdaftar dalam DPKTDb;

Bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan DPKTb
sebagaimana tersebut di atas harus dilibatkan Pengawas Pemilu, Saksi
Pasangan Calon di tingkatan masing-masing dan hasil dari penelitian dan
pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Pengawas Pemilu, Saksi
Pasangan Calon.

Bahwa mengenai adanya pelanggaran tersebut, Panwaslu kota/kabupaten
telah mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut :

a. Kota Surabaya

Bahwa terdapat peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan
(DPKTb) yang sangat siginifikan di beberapa Kabupaten/Kota di
Surabaya sebagai berikut :

- Bahwa terdapat peningkatan jumlah Pemilih yang sangat luar biasa
di Kota Surabaya di mana pada saat pemungutan suara, Saksi
Capres dan Cawapres Nomor Urut 1 (Prabowo-Hatta) menemukan
lonjakan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang tidak
wajar.

- Indikasi mengenai adanya pelanggaran tersebut terbukti dari adanya
surat BAWASLU Jawa Timur Nomor : 379/Bawaslu-Pro-
JTM/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 yang merekomendasikan agar
Panwaslu Kota Surabaya melakukan pendataan seluruh DPKTb
berdasarkan Nama, NIK, Alamat tempat tinggal yang tertera pada
identitas yang digunakan pada saat menggunakan hak pilih serta
mendata status identitasnya. Surat Bawaslu tersebut kemudian
ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Surabaya kepada seluruh
Panwascam melalui Surat Nomor : 148/Was/Panwas/SBY/VII/2014
tanggal 12 Juli 2014 tentang Pendataan dan Penelitian ulang
DPKTb.

- Bahwa saat Rekapitulasi Suara Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden di KPU Kota Surabaya tanggal 16 Juli 2014, Panwaslu Kota
Surabaya membacakan rekemondasi Panwasiu Kota Surabaya
Nomor : 151/Rek/Panwaslu-SBY/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014
tentang Rekomendasi kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan
pencermatan ulang DPKTb terhadap 136 TPS antara lain :

1) TPS 03 dan TPS 04 Kel. Darmo
2) TPS 12 Kel. Papasan Kec. Simokerto

Email : prabowohatta.sekretariat@gmail.com
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3) TPS 90 Kel. Mojo Kec. Gubeng

4) TPS 1 dan 2 Kel. Air Langga Kec. Gubeng

5) TPS 25 Kel Gubeng Kec. Gubeng

6) TPS 33 Kel Dr Soetomo Kec. Tegalsari

7) TSP 11 Kel Pegirian Kec. Semampir

8) TPS 2 Kel Ujung Kec. Semampir

9) TPS 3, TPS 17 dan TPS 47 Kec. Tampalisari

10) TPS 13 Kel. Kalisari Kec Muliyorejo. TPS 10 Kel. Simolowaru
dan TPS 22 Kel. Leputi Kec. Sukolilo

11) TPS 12 dan TPS 29 Kel. Gunung Anyar Kec. Gunung Anyar
12) TPS 6 dan TPS 7 Kel Medokan Ayu Kec. Rungkut

13) TPS 1 dan TPS 30 Kel. Jemur Wonosari dan TPS 22 Kel
Sidosermo Kec. Wonokolo. Kel. Darmo

14) TPS 3 dan TPS 4 dan TPS 33 Kel. Jagir Kec. Wonokromo

15) TPS 22 Kel. Lidah Kulon dan TPS 16 Kel. Lidan Wetan Kec.
Lakar Santri.

16) TPS 42 Kel. Sememi Kec. Benowo

17) TPS 28 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal

18) TPS 40 Kel Lontar dan TPS 12 Kel Made Kec Sambinerep
19) TPS 38 dan TPS 48 Kel. Babatan, Kec. Wiyung.

Bahwa rekomendasi Panwaslu tersebut berkaitan dengan temuan
Panwaslu yang menemukan adanya Pemilih Khusus Tambahan
yang mencoblos di beberapa TPS tanpa memperlihatkan A-5 namun
ternyata KPU Kota Surabaya tidak mengindahkan rekomendasi
Panwaslu tersebut.

b. Kabupaten Sidoarjo

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
Email :

Bahwa setelah dilakukan pencermatan data dari C1, telah ditemukan
DPKTB yang jumlahnya tidak wajar di beberapa TPS, diantaranya
ada di 3 (tiga) kecamatan, yaitu di Kec. Wary, Taman dan
Tulangan.(data TPS terlampir).
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Sebagai contoh di TPS 23 Ds. Kepuhkiriman Kec. Waru. Di TPS ini
ditemukan jumlah DPKTB mencapai 130 pemilih.

Bahwa sesuai dengan PKPU no 19/2014 maka saksi Pasangan
Prabowo Hatta meminta kepada Komisioner KPUD Kab.Sidoarjo
agar mengklarifikasi dan memastikan bahwa para pemilih dg
menggunakan kartu identitas resmi(tanpa undangan ataupun Form
A5) adalah pemilih yang sah, artinya pemilih yang hanya
menggunakan Identitas tersebut benar2 berdomisili di daerah
setempat.

Bahwa untuk memastikan para pemilih yang tidak menggunakan
form model A5 tersebut maka Saksi Prabowo Hatta meminta agar
Komisioner KPUD Kab. Sidoarjo menunjukan Form Model AK
PPWP, dimana form ini utuk mencatat para pemilih yang hanya
menggunakan identitas saja.

Bahwa permintaaan menunjukan form Model AK PPWP untuk
memastikan para pemilih yang tercantum dalam DPKTB adalah para
pemilih yang berdomisili setempat dengan TPS.

Bahwa permintaan Saksi Prabowo Hatta untuk menunjukan form
Model AK PPWP diawali dari Kecamatan Tulangan. Atas permintaan
tersebut Pokja Rekapitulasi memberikan waktu kepada PPK Kec.
Tulangan utnuk melakukan verifikasi dan menyampaikan hasilnya
setelah pembacaan semua PPK se Sidoarjo selesai.Terhadap hal ini
saksi Prabowo Hatta mempersilakan pihak PPK Kecamatan
Tulangan untuk melakukan verifikasi/ men cek form AK PPWP, untuk
kemudian nanti disampaikan dan ditunjukan.

Bahwa pada saat pembacaan Kecamatan Taman, ditemukan juga
DPKTB yang tidak wajar ( jumlahnya besar).Menyikapi hal ini Saksi
Prabowo Hatta juga meminta agar ditunjukkan form model AK
PPWP. Maka KPUD mempersilakan PPK Keccamatan Taman untuk
melakukan verifikasi/pengecekan sebagaimana yang di Kecamatan
Tulangan.

Bahwa pada saat pembacaan perolehan suara di Kecamatan Waru,
Saksi Probowo Hatta menemukan jumlah DPKTB yang juga tidak
wajar jumlahnya, bahkan lebih banyak dari Kecamatan Tulangan dan
Kecamatan Taman.

Terhadap hal ini saksi Prabowo Hatta melakukan interupsi dan
permintaan agar PPK Kecamatan Waru menunjukan form Model AK
PPWP.

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
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Bahwa menyikapi permintaan Saksi Prabowo Hatta , PPK
Kecamatan Waru keberatan dengan alasan sudah selesai
penghitungan di tingkat TPS dan PPS.

Terhadap alasan keberatan PPK Kecamatan Waru untuk
menunjukkan form Model AK PPWP tersebut maka Saksi Prabowo
Hatta meminta pendapat Panwaslu Kabupaten Sidoarjo mengambil
sikap, karena sesuai dengan PKPU no 21/ 2014 ,maka keberatan
bisa diajukan di tiap level tingkat.

Bahwa saksi Prabowo Hatta menyampaikan masih ada waktu untuk
melakukan pengecekan , karena batas waktu yang diberikan kepada
KPUD untuk rekapitulasi sampai dengan tanggal 17 Juli, sedangkan
perhitungan sudah dimulai tanggal 16 Juli 2014.

Bahwa Panwaslu Kab Sidoarjo memberikan pendapatnya secara
lisan di forum pleno Terbuka agar dilakukan pengecekan dokumen
karena memang masih ada cukup waktu.

Bahwa PanwasluKab Sidoarjo meminta kepada Saksi Prabowo
Hatta agar membuktikan adanya kesalahan terkait DPKTB, maka
Saksi Prabowo menunjukKan dokumen yang berisi tentang TPS-
TPS yang DPKTB nya tidak wajar , diatas 10 persen dari jumlah DPT.

Untuk melengkapi bukti tersebut maka Saksi Prabowo Hatta minta
agar ditunjukan form AK PPWP untuk memastikan bahwa pemilih
yang hanya- menggunakan identitas benar-benar berdomisili di
daerah setempat.

Bahwa permintaan Saksi Prabowo Hatta di respon dengan keras
oleh PPK Kecamatan Waru dengan mengatakan tidak akan mau
membuka kotak suara.

Dengan sikap yang ditunjukkan PPK Waru tersebut maka Ketua
KPUD mempersilakan Saksi Prabowo Hatta jika tetap masih
keberatan agar menuliskan di Form Keberatan DB-2.

Bahwa terkait dengan pendapat Ketua KPUD Kab Sidoarjo tersebut
maka Saksi Prabowo Hatta menuliskan Keberatan dan tidak tanda
tangan di sertifikat rekapitulasi DB PPWP , DB 1 PPWP dan Plano.

Adapun mengenai  keberatan di Kecamatan Tulangan dan
Kecamatan Taman setelah diberikan waktu untuk melakukan
pengecekan dokumen sampai dengan ditutup rapat Pleno Terbukan
Termohon belum memberikan tanggapanya.
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5. Provinsi Bali

- Bahwa pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Rl tahun 2014. Tepatnya
di TPS 2 dan TPS 3 Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,
Provinsi Bali terdapat sebanyak 59 suara pemilih di TPS 2 dan 33 suara di TPS 3
dinyatakan rusak oleh KPPS pada saat penghitungan suara. Sementara itu
perolehan suara untuk pasangan Presidena dan Wakil Presiden Rl nomor urut 1
pada masing-masing TPS adalah 0 (nol) dan perolehen suara pasangan kedua
adalah berturut-turut adalah 472 suara dan 490 suara.

- Bahwa kedua saksi pada TPS 2 dan TPS 3 tersebut adalah warga asli Desa
Melinggih. Mereka menyatakan memilih di TPS 1 Desa Melinggih karena tidak
diijinkan memilih di di dua TPS tersebut. Saat dikonfirmasi, saksi TPS tersebut
menyatakan bahwa surat suara banyak dinyatakan rusak karena tercoblos lebih
dari satu kali dan sebagian lagi robek. Belum diketahui penyebab rusaknya surat
suara tersebut. Saat dikonfirmasi apakah ada tekanan atau intimidasi saat
pemungutan suara, kedua saksi menyatakan tidak merasakan adanya hal tersebut
secara langsung, dan memang secara politis wilayah tersebut merupakan
Kampung Halaman Wakil Bupati Gianyar | Made Mahayastra. Kedua saksi
menandatangani berita acara pemungutan suara dan formulir C1 karena mereka
berpendapat bahwa Saksi harus menandatangani agar bisa pulang membawa C-
1.

- Dua TPS di Gianyar tersebut adalah bagian dari 6 TPS di Bali dimana perolehan
suara Calon Presiden nomor urut 1 adalah 0. Pada 4 TPS lain di Kabupaten
Tabanan Bali (lihat lampiran) juga didapati suara pasangan Presiden dan Wakil
Presiden nomor urut 1 adalah 0, namun surat suara yang dinyatakan tidak sah
berturut-turut adalah 10, 3, 0 dan 1.

- Bahwa surat suara yang dinyatakan rusak lebih dari 10% terjadi di TPS yang
perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 sama sekali tidak memperoleh suara (0).

6. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 dalam pelaksanaannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi
banyak pelanggaran antara lain:

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
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- Adanya Rekomendasi dari Panwaslu ................ yang meminta agar KPU
................... melakukan ..................... tetapi hal tersebut tidak

- Bahwa adanya keterlibatan Kepala Daerah untuk memenangkan Pasangan
calon nomor urut 2 dengan melakukan kesepakatan antara Kepala Daerah
Timor Tengah Utara dengan para Kepala Desa untuk memenangkan
Pasangan Nomor Urut 2 di Timor Tengah Utara agar keinginan para kepala
Desa yang ingin melakukan pemekaran bisa diwujudkan, sehingga
perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 mencapai perolehan suara
yang signifikan yaitu mencapai sebanyak ..................... suara, sementara
perolehan suara Pemohon hanya memperoleh .................... suara.

- Bahwa berdasarkan adanya kesepakatan antara kepala daerah tersebut,
Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaporkan ke Bawaslu
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa telah terjadi peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)
secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain di ......

. Provinsi Sulawesi Selatan

- Bahwa TERMOHON dengan mengaburkan data jumiah pemilih yang ada
dalam DPKTb di Kota Makassar dengan maksud untuk memenangkan
Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, dengan tidak melengkapi
data pemilih DPKTb, yang telah memberikan suaranya diseluruh TPS di
Kota Makassar dengan cara tidak mau memberikan data identitas
pengguna data pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan
(DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya. Khusus kota
Makassar saja terhadap data pemilih DPKtb siluman sebanyak 40.869, hal
mana menguntungkan Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2
berupa perolehan suara sebanyak 447.353 dan secara langsung merugikan
PEMOHON yang hanya memperoleh 186.893 dari total suara sah di Kota
Makassar yang totalnya adalah 634.246 suara;

- Bahwa hal serupa di atas juga terjadi di 23 Kabupaten/Kota lainnya di
Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain Kabupaten Gowa terdapat 11.037
DKPTb siluman. Akibat dari banyaknya DPKTb siluman di Provinsi
Sulawesi Selatan ini secara langsung menguntungkan Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 dengan perolehan suara
sebanyak 241.625 suara dari 373.248 suara sah;
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Bahwa dengan demikian terbukti TERMOHON dalam hal ini KPU Provinsi
Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Drs. Muh. IQBAL LATIEF, M.Si telah
dengan sengaja memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil
Presiden nomor urut 2 dengan menggunakan DPKTb siluman. Hal ini
terbukti dengan sempurna dimana pada saat PEMOHON mengajukan
keberatan mengenai ketidakjelasan identitas pemilih dalam DPKTDb,
keberatan tersebut tidak ditanggapi dan sampai dengan selesainya Pleno
Rekapitulasi TERMOHON tidak permah memberikan data DPKTb
dimaksud;

8. Provinsi Sulawesi Barat

Sekretariat :

Bahwa telah terjadi peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)
secara terstruktur, sistematis, dan masif antara lain di Kab. Mamuju, Kab.
Mamasa, Kab. Majene, Kab. Mamuju Utara, Kota Polewali Mandal yang
tersebar di 133 TPS yang berhasil diidentifikasi oleh Tim Koalisi Merah Putih
sehingga mengakibatkan peningkatan suara yang sangat signifikan
terhadap pasangan Jokowi-JK yang akan di sebutkan sebagai berikut:

No | Kabupaten/Kot | Kecamatan Kelurahan Nomo
a
1. | Mamuju Tobadak Mahahe 4
Simboro Simboro 11
Kaluku Bebanga 6
Mamuju Mamunyu 10
Mamuju Rimuku ; 6
Mamuju Binanga 14
Mamuju Binanga 19
Mamuju Binanga 26
Kalumpang Kalumpang 3
Budong-Budong | Lumu 3
Budong Babana 1
Budong Babana 3
Budong Babana 4
Budong Babana 9
Budong Babana 11
Pangale Kuo 3
Mamuju Bambu 7
Mamuju Mamunyu 4
Mamuju Rimuku 11
Mamuju Binanga 5
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Mamuju Binanga 11
Topoyo Topoyo 9
Kaluku Bebanga 2
Mamuju Binanga 30
Mamuju Bambu 5
Tobadak Batu Parigi 4
Tapalang B Pangasaan 3
Simboro Simboro 3
Topoyo Tumbu 5]
Budong-Budong | Salugatta 3
Kaluku Bebanga 10
Mamuju Binanga 25
Mamuju Binanga 24
Mamuju Binanga 21
Mamuju Binanga 1
Mamuju Rimuku 12
Mamuju Batu Pannu 1
Mamuju Karema 13
Mamuju Karema 11
Bone Hau Salutiwo 2
Bone Hau Mappu g
Tappalang B Lebani 1
Simboro Patid 1 2
Tommo Tommo 4
Kalumpang Karama 4
Tappalang Bella 2
2. | Mamasa Mamasa Losango 1
Pana TL Bulawan 1
Mamasa Lambanan 4
Sumarorong Tabone 1
Sumarorong Sasakan 2
Pana Panura 2
Mamasa T. Batu 1
S. Padang Orobua Timur 1
S. Padang M. Padang 2
Tandu Kalua Mesakada 1
Bambang L. Mokalang 1
Bambang Sikamase 1
Balla Balla 3
Balla Sepapuan 2
Nosu Parinding 1
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Nosu Nosu 1
RB Timur Bambang Buda 1
RB Timur Bambang Buda 2
Menalaan Botteng 2
Aralle Aralle 3
Mambi Salumaka 3
Mambi Salumaka 2
Mambi Salumaka 1
Mambi Salu Dulian 2
Tabulahan Matiro 2
Sumarorong B. Buru Timur 2
Tabang Salukona 2
Tawalian Tawalian T 3
Mamasa Osango 7
Mamasa Mamasa 9
Pana Salu Tambun 3
Sumarorong Tadisi 1
Tabang Tabang Barat 4
Tawalian Tawalian 5
Majene Ulumanda Kabiraan 3
Sendana Mosso 3
Pamboang Tinambung 2
Pamboang Bababulo 4
Ulumanda Tandeallo 2
Malunda Malunda 5
Sendana Limbua 2
Sendana Mosso 2 4
Sendana Mosso 2 2
Sendana Mosso 2 1
Mamuju Utara | Pasangkayu Pasangkayu 21
Pasangkayu Martajaya 2
Pasangkayu Ako 6
Pasangkayu Ako 5
Dapurang Benggaulu 5
Sarudu Bulu Mario i
Bambanglamotu | Pangiang 2
Bambanglamotu | Kalola 6
Bambaira Bambaira 5
Pedongga Mertasari 4
Baras Kasano 2
Duripoku Tamarunag 1
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Sarudu Doda 2
Tikke Raya Pajalele 2
Dapurang Benggaulu 3
Pasang Kayu Pasang Kayu 12
Pasang Kayu Pasang Kayu 2
Pasang Kayu Pasang Kayu 1
Tikke Raya Tikke 4
Baras Motu h
Sarjo Sarude 4
Pasang Kayu Gunung Sari 2
Baras Motu 4
Baras Motu 7
5, |Polman Campalagian Panyampa 1
Matakali Matakali 2
Balanipa Sabang Subik 6
Polewali Wattang 4
Wono Mulyo Sidorejo 3
Campalagian Laliko 5]
Bulo Pulliwa 4
Balanipa Bala 5
Tapango Riso 2
Binuang Tonyamang 5
Tutar Arabua 1
Tutar Ambo Padang 2
Polewali Wattang 5
Polewali Sulewatang 1
Polewali Madatte 7
Polewali Madatte 3
Wono Mulyo Sidodadi 14

- Bahwa adanya peningkatan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)
sebagaimana yang disebutkan Pemohon diatas, patut diduga telah terjadi
konspirasi antara pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah KPU
Provinsi Sulawesi Barat dan jajarannya untuk memenangkan pasangan
calon nomor urut 2 di Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah mengeluarkan
rekomendasi akibat terjadinya perbedaan antara pemilih laki-laki dan
perempuan terhadap Kabupaten Mamuju untuk melakukan pencermatan
ulang dan perbaikan data administrasi terhadap:
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a)

b)

Jumlah pemilih khusus laki-laki dan perempuan berdasarkan Berita
Acara Penetapan DPK terhadap jumlah pemilih khusus laki-laki dan
perempuan pada Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Mamuju;

Jumlah pemilih tetap laki-laki dan perempuan berdasarkan Berita Acara
Penetapan DPT terhadap jumliah pemilih tetap laki-laki dan perempuan
pada Kecamatan Kalukku dan Kecamatan Tommo;

Jumlah pengguna hak pilih dalam DPK pada Kecamatan Mamuju secara
bertingkat berdasarkan Formulir Model C1, Formulir Model D1, Formulir
Model DA1, Formulir Model DB1;

9. Provinsi Maluku Utara

c. Kabupaten Halmahera Timur

Bahwa Pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Halmahera
Timur mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 3 (tiga) TPS di
Kecamatan Maba masing-masing TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji dan TPS
1 Desa Tewil Kecamatan Kota Maba;

Bahwa faktannya TERMOHON tidak pernah memberikan informasi ataupun
memberikan undangan kepada masyarakat baik di TPS 1 maupun di TPS 2
Desa Soasangaji Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur,
sehingga di kedua TPS tersebut tidak dilaksanakan Pemilihan Ulang
sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur;
Bahwa di dalam Formulir C-1 TPS 1 dan TPS 2 Desa Soasangaji tidak ada
masyarakat yang memilih maupun yang datang ke TPS untuk mencoblos,
sehingga tidak ada perolehan suara masing-masing pasangan, namun oleh
TERMOHON tetap di lakukan rekapitulasi baik itu di tingkat Desa, maupun di
tingkan Kecamatan;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi PEMOHON sudah mengajukan keberatan
namun tidak ditanggapi oleh TERMOHON,;

Bahha Perolehan Suara Pemohon sebelum PSU dan sesudah PSU di TPS 1
dan TPS 2 desa Desa Soasangaji, Kecamatan Kota Maba Provinsi
Halmahera Timur adalah sebagai berikut:

No.
Uru

Total
SEBELUM PSU SESUDAH PSU Peroleha
n Suara
No TPS/ TPS 1 TPS 2 TPS 1 TPS 2
Desa

Sekretariat
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Desa
Soasangaj
i

Desa
Soasangaj
i

Desa
Soasangaj
i

Desa
Soasangaj
i

H.
Prabowo
Subiant
o -Ir.

415

337

752
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H.M.
Hatta
Rajasa
2. |Ir H.
Joko
Widodo -
Drs.
H.M.
Jusuf
Kalla
Total
Suara
Sah

142 121 0 0 263

997 458 0 0

- Dengan dipakainya hasil Pemungutan Suara Ulang dalam rekapitulasi di
tingkat PPS, PPK dan ditingkat berikutnya sangatlah mencedarai demokrasi
karena Termohon telah menghilangkan suara yang telah diberikan oleh
Masyarakat dalam memilih Presidennya dikarenakan Termohon tidak
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya yaitu sebagaimana diatur
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf o0 UU No.15 Tahun 2011 Tentang penyelenggara
Pemilihan Umum, yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada
masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan pemberitahuan
mengenai diadakannya Pemungutan Suara Ulang

10.Provinsi Papua

- Bahwa Pemohon menolak Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden 2014 oleh KPU Provinsi Papua secara keseluruhan.

- Bahwa hal penolakan ini didasarkan pada hal — hal sebagai berikut :

Tidak terlaksananya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 12 (dua belas)
Kabupaten di Pegunungan seperti kebiasaan proses Pemilu pada umumnya, yaitu
pemilihan dengan menggunakan Sistem Noken atau sistem Ikat di wilayah
kabupaten sebagai berikut:
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1) Kabupaten Jayawijaya
2) Kabupaten Nduga

3) Kabupaten Yakuhimo

4) Kabupaten Puncak

5)  Kabupaten Puncak Jaya
6) Kabupaten Tolikara

7) KabupatenYalimo

8) Kabupaten Pegunungan Bintang
9) Kabupaten Paniai

10) Kabupaten Intan Jaya
11) Kabupaten Dogiyai

12) Kabupaten Deyai

Tidak terlaksananya pemilihan sesuai kebiasaan ini terjadi karena disebabkan
adanya intervensi dari penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan
Umum/Termohon) dan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 poin 5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Calon Presiden dan wakil Presiden, dimana dinyatakan Komisi Pemilihan
Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional,
tetap, dan mandiri. Tetapi dalam kenyataannya Termaohon tidak memposisikan diri
sebagai lembaga yang nasional, dan diintervensi oleh Pihak Kepolisian dari
tingkat Kampung sampai dengan tingkat Kabupaten.

Bahwa dalam keadaan Pemilu di wilayah pegunungan (14 kabupaten) biasanya
dipergunakan Pemilihan sistem Noken atau lkat, dimana teknisnya pada hari
Pemilihan, warga tetap berkumpul dan membicarakan secara musyawarah
pemilihan tersebut, dimulai dari tingkat Kampung, Distrik, Kabupaten dan Provinsi.
Tetapi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, musyawarah di tingkat
Kampung dan Distrik tersebut tidak dilakukan karena intervensi Penyelenggara
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Termohon) dan juga Kepolisian di wilayah
tersebut, sehingga dalam praktiknya Termohon sebagai Penyelenggara langsung
memberikan suara kepada Capres nomor urut 2 dan tidak bersikap sebagai
lembaga negara yang nasional, tetap dan mandiri.

Bahwa tidak adanya penggunaan sistem Noken ini, dapat dilihat dari hasil
perolehan suara yang dibuat sendiri oleh Termohon sebagai Penyelenggara
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika biasanya dalam Pleno Distrik dan
Kabupaten, ada Berita Acara Perhitungan Suara per Kampung, tetapi pada
penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, tidak ada Berita
Acara Penghitungan Suara per kampung untuk 12 (dua belas) Kabupaten di
pegunungan tersebut, karena memang proses tersebut dilewati dan ditiadakan.

Dan selain ketiadaan proses pemilihan dengan cara penghitungan Noken, dan
intervensi Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masalah besar
lainnya adalah adanya intervensi Pihak Keamanan, Kepolisian setempat. Ini
dilakukan dengan cara menyebar isi HAM, menahan logistik kertas suara, dimana
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logistik tidak diberikan ke KPU, juga memberikan ancaman kepada masyarakat,
Tim Sukses, dan kepada Termohon sendiri sebagai Penyelenggara Pemilu.
Tindakan intervensi Pihak Kepolisian setempat dilakukan dalam bentuk melarang
Timses Pemohon, untuk bicara dan menyatakan keberatan, juga bahkan Timses
Pemohon diusir oleh Kepolisian, dengan ancaman jika masih berada dalam proses
Pleno tersebut, bisa terjadi kerusuhan. Dan kemudian perolehan suara Pemohon
di Kabupaten tersebut 0 (nol).

Intervensi oleh Pihak Kepolisian di Papua ini sangatiah besar, bahkan ada KPUD
yang tidak memiliki data hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena
memang tidak dilaksanakan untuk tingkat Kampung dan Distrik, dan menyatakan
bahwa mereka justru mendapatkan data tersebut dari Pihak Kepolisian. Jelas
terjadi pengambilalihan wewenang Penyelenggara Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden di 12 (dua belas) Kabupaten-Kabupaten di Papua. Dan hal ini di dalam
Pleno KPU Provinsi sudah ditanyakan langsung kepada beberapa Ketua KPUD,
dengan pertanyaan, “Kamu diintervensi sama Polisi ya?" dan beberapa Ketua
KPUD yang ditanya tersebut hanya berdiam diri, tidak menjawab. Hal intervensi
ini tentunya bertentangan dengan kewajiban dan komitmen netralitas TNI POLRI
dalam semua proses Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Keanehan ini juga dapat Pemohon perlihatkan dengan memperlihatkan angka
partisipasi pemilih di pegunungan yang menjadi sangat tinggi hampir 100%.

Bahwa pengesahan hasil rekapitulasi adalah tidak sah dan cacat demi hukum,
dikarenakan pengesahan suara tidak dilaksanakan untuk seluruh kabupaten -
kota dan seluruh distrik yang ada, dan hanya mengesahkan 29 Kabupaten dan
Kota, minus dua distrik di Dogiyai yakni Distrik Mapia dan Distrik Mapia Barat.

Bahwa KPU Provinsi Papua sebagai penyelenggara pemilu bersama KPU
Kabupaten Dogiyai belum menjalankan perintah rekomendasi Panwas Kabupaten
Dogiyai dan Bawaslu Provinsi Papua tentang pelaksanaan pemungutan ulang di
dua distrik tersebut.

Bahwa hal ini semua tampak jelas dan diakui secara tegas dalam Forum Pleno
Rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua pada tanggal 18 — 19 Juli 2014 di
Jayapura.

Bahwa pengesahan sangat dipaksakan padahal ada permasalahan-
permasalahan yang belum diselesaikan di masing-masing tingkat, dan ini
berdampak menyebabkan kerugian untuk pasangan nomor urut 1 secara khusus
untuk di Provinsi Papua dan secara umum di seluruh Indonesia.

Bahwa adapun alasan lain yang menguatkan dan lebih spesifik diantaranya
sebagai berikut :
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1) Kota Jayapura:

a.

Dari semua saksi yang ditugaskan di seluruh TPS, hanya 95% yang
mendapatkan C1 TPS, 31 (tiga puluh satu), Petugas KPPS/TPS tidak
memberikan atau menghalangi saksi kami untuk mendapatkan C1. Dan
tindakan  tersebut jelas sangat merugikan pasangan nomor urut 1,
diantaranya pada TPS No 14, 16 dan 23 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura
Selatan, dan perolehan suara Pemohon di ke-3 TPS ini 0 (Nol). Sementara,
sekalipun Saksi calon nomor 2 tidak ada, pemilihan tetap berjalan normal,
tanpa adanya penguasaan dan intimidasi oleh Pemohon.

Bahwa hal ini juga terjadi di distrik dan kelurahan yang lain di Kota
Jayapura, dimana saksi Pemohon dihalangi & dipersulit untuk
mendapatkan form C1.

Bahwa atas kejadian ini, maka patut diduga penyelenggara Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden bersikap tidak netral, tidak menjalankan
tugasnya secara benar, menghalangi/mematikan  demokrasi,
menghilangkan hak masyarakat untuk menentukan pilihan dan perbuatan
tersebut adalah melanggar ketentuan Undang-Undang, juga sangat
merugikan bagi pasangan Capres nomor urut 1. Dikarenakan semua
proses hanya dilaksanakan sesuai keinginan penyelenggara.

2) Kabupaten Keerom

a.

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur

Email

Bahwa Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat distrik ada yang
dilaksanakan tidak pada tempatnya, yakni dilakukan di kantor KPU
Kabupaten Keerom, yakni PPD Distrik Towed an PPD Distrik Senggi.

Bahwa proses penghitungan suara tidak dilaksanakan di tempat yang
semestinya, karena memang tidak dilaksanakan proses pemilihan suara di
lokasi 2 (dua) distrik tersebut (yakni PPD Distrik Towed an PPD Distrik
Senggi), sehingga penyajian data suara adalah tidak valid, hanya
rekayasa. Dan proses tersebut sangat merugikan pasangan Capres nomor
urut 1. Dan karenanya patut diabaikan hasil perhitungannya. Selain karena
merugikan dan tidak memberikan hak suara bagi para warga secara
keseluruhan, juga adanya tindakan manipulasi Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden oleh penyelenggara pemilu.

Bahwa hal yang sama, juga terjadi untuk hasil dari PPD Distrik Web dan
PPD Distrik Waris, yang tidak dilaksanakan, tidak ada pemberitahuan
mengenai tempat dan waktu pelaksanaannya, saksi pasangan nomor urut
1 tidak pernah tahu. Begitu diperlihatkan, hasilnya juga sangat merugikan.
Ketika dicek dan diklarifikasi pada dokumen yang ada, ternyata tidak
pernah dihadiri oleh saksi dari semua pasangan maupun Panwas.

prabowohatta.sekretariat@gmail.com
Telp : 0812 8286 1214
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3)

4)

5)

d. Dari hal-hal diatas temyata penyelenggaran pemilu, tidak bekerja secara
baik dan benar, dan merugikan pasangan Capres nomor urut 1.

Sarmi

Bahwa kejadian lainnya adalah adanya beberapa TPS di beberapa Kampung,
diantaranya di Distrik Apawer Hulu, yang tidak melaksanakan pemungutan
suara sesuai dengan aturan, dimana di Distrik ini, petugas penyelenggara
pemilu sendiri yang melakukan pencoblosan massal untuk pasangan calon 2.
Hal ini tentu melanggar ketentuan perundangan, tentang tugas dan wewenang
KPU Kabupaten, sebagaimana dinyatakan dalam Paragraf 3 Pasal 10 poin b,
untuk melasanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon karena
adanya tekanan tidak dapat berbuat apa-apa. Karena juga tidak mungkin
mendapatkan form-form keberatan atas perbuatan melanggar hukum tersebut.
Dalam hal ini Pemohon mengajukan bukti dokumen berupa rekaman video
Saksi dari Capres nomor urut 1.

Kabupaten Nabire

a. Bahwa kejadian pelanggaran lain yang dilakukan oleh KPU Nabire, yaitu
melakukan perubahan dokumen berita acara dan hasil rekapitulasi secara
sepihak tidak pada forum yang semestinya dan tanpa dihadiri oleh Panwas
maupun saksi Pemohon.

b. Bahwa KPU Kabupaten Nabire tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas
untuk melakukan pemilihan ulang di distrik Wapoga, yang sangat
menguntungkan pasangan lain 100%.

Kabupaten Kepulauan Yapen

Bahwa Pemohon mengindikasikan adanya pengalihan suara yang tak
terpakai, untuk diberikan pada pasangan lain.

Bahwa terhadap beberapa Kabupaten lainnya, diantaranya :

1)
2)
3)
4)
o)
6)
7)
8)
9)

Puncak

Pegunungan Bintang
Tolikara

Paniai

Yahukimo

Dogiyai

Puncak Jaya

Nduga

Deiyai

10) Intan Jaya

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
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Secara garis besar pelanggaran yang terjadi adalah :

1)

2)

3)

4)

9)

6)

Tidak melaksanakan pemilihan pada tanggal 9 Juli 2014, baik pemilihan secara
langsung maupun pemilihan secara adat (Noken). Hal ini dibuktikan dengan
tidak adanya tahapan Pleno di PPS (Kampung) maupun di PPD (Distrik).

Bahwa perolehan suara yang dibacakan saat Pleno KPU tingkat Provinsi
adalah merupakan hasil yang diatur sepihak oleh penyelenggara bukan hasil
pemilihan yang dilakukan oleh warga yang berhak. Baik dilakukan secara
sadar maupun dalam tekanan pihak lain.

Bahwa dalam pleno tingkat Provinsi, sejumlah KPU Kabupaten mengakui
bahwa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten tersebut TIDAK
DILAKSANAKAN di tingkat TPS, PPS dan PPD. Sehingga pada forum ini tidak
bisa menampilkan bukti baik C1 TPS, D1 PPS dan DA1 PPD.

Bahwa kemudian pada perolehan PPD ada angka yang ditampilkan di form DB
Kabupaten, tampak rancu jika kemudian dikatakan ini bagian dari sistem adat
(Noken). Ada yang dapat 0 (Nol), 5 (lima), 1 (satu), 50 (lima puluh) dan lain
sebagainya. Sedangkan pasangan lain memperoleh suara yang dominan.

Bahwa jikapun ada dokumen C1, D1, DB1 dari Kabupaten tersebut , maka
dokumen ini diindikasikan dibuat secara sepihak, dikarenakan saksi pasangan
nomor urut 1 di lapangan tidak mendapatkannya.

Bahwa khusus untuk Kabupaten Dogiyai:

a. Form DB Kabupaten yang disajikan adalah tidak sesuai dengan aturan
yakni form untuk pemilihan legeslatif, sehingga dari form yang disajikan
adalah salah. Dalam hal ini KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi
menyatakan bahwa dari Form salah, maka hasilnya adalah tidak sah.

b. Pengakuan dari KPU Dogiyai, tentang tidak adanya logistic di tangan
mereka, baik surat suara maupun form-form lainnya, sehingga bisa
dinyatakan di Dogiyai tidak ada tahapan yang dilakukan di semua
tingkatan.

c. Pelaksanaan Pleno tingkat Kabupaten dilakukan pada tanggal 17 Juli
2014, yang juga penentuan suara rekapitulasi tingkat TPS, PPS, dan PPD
di satu waktu dan tempat yang dilakukan hanya oleh KPU, dan hasiinya
untuk satu pasangan calon.

d. Padahal di semua level tingkatan saksi pasangan nomor urut 1 sudah ada,
begitu pula Timses Pasangan Capres nomor urut 1. Bahkan Ketua DPD
PKS Kabupaten Dogiyai adalah menjabat Bupati Kabupaten Dogiyai
namun peroleh suara untuk Capres pasangan nomor urut 1 adalah nol. Ini
adalah bukti tidak berjalannya proses demokrasi dan penghilangan hak
rakyat yang dilakukan oleh penyelenggara baik secara sadar maupun ini

Sekretariat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
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bagian yang diintervensi oleh pihak lain. Dan tentunya telah melanggar
ketentuan UU RI No:15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum.

e. Bahwa sebenamya ada rekomendasi Panwas Kabupaten untuk pemilihan
ulang di distrik Mapia dan Mapia Barat, ini adalah distrik yang sempat
terpantau oleh Bawaslu Provinsi sehingga anggota bawaslu provinsi
memerintahkan untuk pemilihan ulang. Jika terpantau semua maka semua
distrik juga harus pemilu ulang, dikarenakan memang tahapan yang salah.
Namun rekomendasi tersebut juga tidak dijalankan.

f. Bahwa terjadi perdebatan alot di Pleno Papua antara Bawaslu dan KPU
Papua, dan hasilnya memaksakan untuk disahkan hasil Papua, minus dua
distrik tersebut. Dan tetap diperintahkan untuk pemilihan ulang di distrik
tersebut.

g. Bahwa walaupun saksi Capres pasangan nomor urut 1 sangat keberatan
terhadap hasil yang ada, tetapi keberatan saksi tersebut tidak ditanggapi.

11.Provinsi Papua Barat

Bahwa dalam tahapan dan pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 di Papua Barat
telah dinodai dengan berbagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur
Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah dan kepala-
kepala suku dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden nomor urut 1 dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
R.l. tahun 2014 di 9 (sembilan) Kabupaten di Prov. Papua Barat. Adapun
pelanggaran-pelanggaran yang PEMOHON maksud adalah sebagai berikut:

- Bahwa di Kabupaten Manokwari seorang PNS yang bernama .......... Telah
dengan sengaja mengarahkan para Kepala suku yang ada di setiap distrik di
Kabupaten Manokwari untuk memaksa warga pemilih dengan cara membuat
kesepakatan warga dan/atau menggunakan system noken untuk memberikan
suaranya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2.
Selanjutnya terbukti bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan hasil
penghitungan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang berhasil
memperoleh 101.375Suara dengan selisih yang sangat fantastis dengan
PEMOHON vyaitu 59.047 suara, sedangkan PEMOHON hanya memperoleh
42.328 suara. Bahkan di TPS ..., Kel. ... distrik ....... sama sekali tidak dilakukan
pemungutan suarg;

- Bahwa di Kabupaten Maybrat seorang PNS yang bernama .......... Telah dengan
sengaja mengarahkan para Kepala suku yang ada di setiap distrik di Kabupaten
Maybrat untuk memaksa warga pemilih dengan cara membuat kesepakatan warga
dan/atau menggunakan system noken untuk memberikan suaranya kepada
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Selanjutnya terbukti

Rumah Polonia J1. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
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bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan hasil penghitungan perolehan
suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang berhasil memperoleh 20.882
Suara dengan selisin yang sangat fantastis dengan PEMOHON yaitu 12.916,
sedangkan PEMOHON hanya memperoleh 7.966 suara. Bahkan di TPS ..., Kel.
... distrik ....... sama sekali tidak dilakukan pemungutan suara;

Bahwa di Kabupaten Sorong Selatan seorang PNS yang bermmama .......... Telah
dengan sengaja mengarahkan para Kepala suku yang ada di setiap distrik di
Kabupaten Sorong Selatan untuk memaksa warga pemilih dengan cara membuat
kesepakatan warga dan/atau menggunakan system noken untuk memberikan
suaranya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2.
Selanjutnya terbukti bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan hasil
penghitungan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang berhasil
memperolen 8.939 Suara dengan selisih yang sangat fantastis dengan
PEMOHON yaitu 6.349, sedangkan PEMOHON hanya memperoleh 2.590 suara.

Bahkan di TPS ..., Kel. ... distrik ....... sama sekali tidak dilakukan pemungutan
suara;
Bahwa di Kabupaten Teluk Wondama seorang PNS yang bernama .......... Telah

dengan sengaja mengarahkan para Kepala suku yang ada di setiap distrik di
Kabupaten Teluk Wondama untuk memaksa warga pemilih dengan cara membuat
kesepakatan warga dan/atau menggunakan system noken untuk memberikan
suaranya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2.
Selanjutnya terbukti bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan hasil
penghitungan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang berhasil
memperoleh 14.104 Suara dengan selisih yang sangat fantastis dengan
PEMOHON yaitu 10.813, sedangkan PEMOHON hanya memperoleh 3.291 suara.

Bahkan di TPS ..., Kel. ... distrik ....... sama sekali tidak dilakukan pemungutan
suara;
Bahwa di Kabupaten Raja Ampat seorang PNS yang bernama .......... Telah

dengan sengaja mengarahkan para Kepala suku yang ada di setiap distrik di
Kabupaten Raja Ampat untuk memaksa warga pemilih dengan cara membuat
kesepakatan warga dan/atau menggunakan system noken untuk memberikan
suaranya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2.
Selanjutnya terbukti bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan hasil
penghitungan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang berhasil
memperoleh 19.626 Suara dengan selisih yang sangat fantastis dengan
PEMOHON yaitu 11.706, sedangkan PEMOHON hanya memperoleh 7.820 suara.
Bahkan di TPS ..., Kel. ... distrik ....... sama sekali tidak dilakukan pemungutan
suara,
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Bahwa di Kabupaten Sorong seorang PNS yang bernama .......... Telah dengan
sengaja mengarahkan para Kepala suku yang ada di setiap distrik di Kabupaten
Sorong untuk memaksa warga pemilih dengan cara membuat kesepakatan warga
dan/atau menggunakan system noken untuk memberikan suaranya kepada
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Selanjutnya terbukti
bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan hasil penghitungan perolehan
suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang berhasil memperoleh 33.514
Suara dengan selisih yang sangat fantastis dengan PEMOHON yaitu 9.207,
sedangkan PEMOHON hanya memperoleh 24.307 suara. Bahkan di TPS ..., Kel.
... distrik ....... sama sekali tidak dilakukan pemungutan suara;

Bahwa di Kabupaten Tambrauw seorang PNS yang bemama .......... Telah
dengan sengaja mengarahkan para Kepala suku yang ada di setiap distrik di
Kabupaten Tambrauw untuk memaksa warga pemilih dengan cara membuat
kesepakatan warga danfatau menggunakan system noken untuk memberikan
suaranya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2.
Selanjutnya terbukti bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan hasil
penghitungan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang berhasil
memperoleh 20.882 Suara dengan selisih yang sangat fantastis dengan
PEMOHON yaitu 16.323, sedangkan PEMOHON hanya memperoleh 4.558 suara.

Bahkan di TPS ..., Kel. ... distrik ....... sama sekali tidak dilakukan pemungutan
suara;
Bahwa di Kabupaten Kaimana seorang PNS yang bernama .......... Telah dengan

sengaja mengarahkan para Kepala suku yang ada di setiap distrik di Kabupaten
Kaimana untuk memaksa warga pemilih dengan cara membuat kesepakatan
warga dan/atau menggunakan system noken untuk memberikan suaranya kepada
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Selanjutnya terbukti
bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan hasil penghitungan perolehan
suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang berhasil memperoleh 15.227
Suara dengan selisih yang sangat fantastis dengan PEMOHON yaitu 8.461,
sedangkan PEMOHON hanya memperoleh 6.766 suara. Bahkan di TPS ..., Kel.
... distrik ....... sama sekali tidak dilakukan pemungutan suara;

Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni seorang PNS yang bernama .......... Telah
dengan sengaja mengarahkan para Kepala suku yang ada di setiap distrik di
Kabupaten Teluk Bintuni untuk memaksa warga pemilih dengan cara membuat
kesepakatan warga dan/atau menggunakan system noken untuk memberikan
suaranya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2.
Selanjutnya terbukti bahwa perbuatan tersebut telah menguntungkan hasil
penghitungan perolehan suara Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang berhasil
memperoleh 28.499 Suara dengan selisih yang sangat fantastis dengan
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PEMOHON yaitu 16.185, sedangkan PEMOHON hanya memperoleh 12.314
suara. Bahkan di TPS ..., Kel. ... distrik ....... sama sekali tidak dilakukan
pemungutan suara.

4.15. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun
2014 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014, di setiap TPS di seluruh
Indonesia telah diketemukan beberapa kejanggalan yaitu:

1.

Jumlah seluruh Pengguna hak pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara
yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah;

. Jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah suara sah

dan tidak sah

Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari
data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan

(DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau
paspor

Tidak diselenggarakannya pemilihan presiden sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

4.16. Bahwa kejanggalan sebagaimana tersebut di atas, secara masif terjadi di TPS
seluruh Indonesia yaitu :

Sekretariat :

Jumlah seluruh Pengguna hak pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara
yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah pada setiap provinsi :

1.1. ACEH (TERLAMPIR)

1.2. SUMATERA UTARA (TERLAMPIR)
1.3. SUMATERA BARAT (TERLAMPIR)
1.4. RIAU (TERLAMPIR)

1.5. JAMBI (TERLAMPIR)

1.6. SUMATERA SELATAN (TERLAMPIR)
1.7. BENGKULU (TERLAMPIR)

1.8. LAMPUNG (TERLAMPIR)

1.9. BANGKA BELITUNG (TERLAMPIR)
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1.10.
1:11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.18.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1:27;
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.

Jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah suara sah

KEPULAUAN RIAU (TERLAMPIR)

DKI JAKARTA (TERLAMPIR)

JAWA BARAT (TERLAMPIR)

JAWA TENGAH (TERLAMPIR)

DI YOGYAKARTA (TERLAMPIR)

JAWA TIMUR (TERLAMPIR)

BANTEN (TERLAMPIR)

BALI (TERLAMPIR)

NUSA TENGGARA BARAT (TERLAMPIR)
NUSA TENGGARA TIMUR (TERLAMPIR)
KALIMANTAN BARAT (TERLAMPIR)
KALIMANTAN TENGAH (TERLAMPIR)
KALIMANTAN SELATAN (TERLAMPIR)
KALIMANTAN TIMUR (TERLAMPIR)
SULAWESI UTARA (TERLAMPIR)
SULAWESI TENGAH (TERLAMPIR)
SULAWESI SELATAN (TERLAMPIR)
SULAWESI TENGGARA (TERLAMPIR)
GORONTALO (TERLAMPIR)
SULAWESI BARAT (TERLAMPIR)
MALUKU (TERLAMPIR)

MALUKU UTARA (TERLAMPIR)
PAPUA (TERLAMPIR)

PAPUA BARAT (TERLAMPIR)

dan tidak sah

Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
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2.1
2.2,
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
1% [
2:18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.

ACEH (TERLAMPIR)
SUMATERA UTARA (TERLAMPIR)
SUMATERA BARAT (TERLAMPIR)

RIAU (TERLAMPIR)

JAMBI (TERLAMPIR)

SUMATERA SELATAN (TERLAMPIR)
BENGKULU (TERLAMPIR)
LAMPUNG (TERLAMPIR)

BANGKA BELITUNG (TERLAMPIR)

EFmail

KEPULAUAN RIAU (TERLAMPIR)
DKI JAKARTA (TERLAMPIR)
JAWA BARAT (TERLAMPIR)
JAWA TENGAH (TERLAMPIR)

DI YOGYAKARTA (TERLAMPIR)
JAWA TIMUR (TERLAMPIR)
BANTEN (TERLAMPIR)

BALI (TERLAMPIR)

NUSA TENGGARA BARAT (TERLAMPIR)
NUSA TENGGARA TIMUR (TERLAMPIR)
KALIMANTAN BARAT (TERLAMPIR)
KALIMANTAN TENGAH (TERLAMPIR)
KALIMANTAN SELATAN (TERLAMPIR)
KALIMANTAN TIMUR (TERLAMPIR)
SULAWESI UTARA (TERLAMPIR)
SULAWESI TENGAH (TERLAMPIR)
SULAWESI SELATAN (TERLAMPIR)
SULAWESI TENGGARA (TERLAMPIR)
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2.28. GORONTALO (TERLAMPIR)
2.29. SULAWESI BARAT (TERLAMPIR)
2.30. MALUKU (TERLAMPIR)

2.31. MALUKU UTARA (TERLAMPIR)
2.32. PAPUA (TERLAMPIR)

2.33. PAPUA BARAT (TERLAMPIR)

. Pengguna hak pilih dalam (DPTb)/Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari

data Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
3.1. ACEH (TERLAMPIR)
3.2. SUMATERA UTARA (TERLAMPIR)
3.3. SUMATERA BARAT (TERLAMPIR)
3.4. RIAU (TERLAMPIR)
3.5. JAMBI (TERLAMPIR)
3.6. SUMATERA SELATAN (TERLAMPIR)
3.7. BENGKULU (TERLAMPIR)
3.8. LAMPUNG (TERLAMPIR)
3.9. BANGKA BELITUNG (TERLAMPIR)
3.10. KEPULAUAN RIAU (TERLAMPIR)
3.11. DKI JAKARTA (TERLAMPIR)
3.12. JAWA BARAT (TERLAMPIR)
3.13. JAWA TENGAH (TERLAMPIR)
3.14. DI YOGYAKARTA (TERLAMPIR)
3.15. JAWA TIMUR (TERLAMPIR)
3.16. BANTEN (TERLAMPIR)
3.17. BALI (TERLAMPIR)
3.18. NUSA TENGGARA BARAT (TERLAMPIR)
3.19. NUSA TENGGARA TIMUR (TERLAMPIR)
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3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.

KALIMANTAN BARAT (TERLAMPIR)
KALIMANTAN TENGAH (TERLAMPIR)
KALIMANTAN SELATAN (TERLAMPIR)
KALIMANTAN TIMUR (TERLAMPIR)
SULAWESI UTARA (TERLAMPIR)
SULAWESI TENGAH (TERLAMPIR)
SULAWESI SELATAN (TERLAMPIR)
SULAWESI TENGGARA (TERLAMPIR)
GORONTALO (TERLAMPIR)
SULAWESI BARAT (TERLAMPIR)
MALUKU (TERLAMPIR)

MALUKU UTARA (TERLAMPIR)
PAPUA (TERLAMPIR)

PAPUA BARAT (TERLAMPIR)

4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan
(DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau paspor LEBIH BESAR DARI
Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/Pengguna KTP atau identitas lain atau
paspor

Sekretariat :

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

ACEH (TERLAMPIR)

SUMATERA UTARA (TERLAMPIR)
SUMATERA BARAT (TERLAMPIR)
RIAU (TERLAMPIR)

JAMBI (TERLAMPIR)

SUMATERA SELATAN (TERLAMPIR)
BENGKULU (TERLAMPIR)
LAMPUNG (TERLAMPIR)

BANGKA BELITUNG (TERLAMPIR)
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4.10. KEPULAUAN RIAU (TERLAMPIR)

4.11. DKI JAKARTA (TERLAMPIR)

4.12. JAWA BARAT (TERLAMPIR)

4.13. JAWA TENGAH (TERLAMPIR)

4.14. Dl YOGYAKARTA (TERLAMPIR)

4.15. JAWA TIMUR (TERLAMPIR)

4.16. BANTEN (TERLAMPIR)

4.17. BALI (TERLAMPIR)

4.18. NUSA TENGGARA BARAT (TERLAMPIR)
4.19. NUSA TENGGARA TIMUR (TERLAMPIR)

4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.

KALIMANTAN BARAT (TERLAMPIR)
KALIMANTAN TENGAH (TERLAMPIR)
KALIMANTAN SELATAN (TERLAMPIR)
KALIMANTAN TIMUR (TERLAMPIR)
SULAWES! UTARA (TERLAMPIR)
SULAWESI TENGAH (TERLAMPIR)
SULAWESI SELATAN (TERLAMPIR)
SULAWESI TENGGARA (TERLAMPIR)
GORONTALO (TERLAMPIR)
SULAWESI BARAT (TERLAMPIR)
MALUKU (TERLAMPIR)

MALUKU UTARA (TERLAMPIR)
PAPUA (TERLAMPIR)

PAPUA BARAT (TERLAMPIR)

a) Bahwa atas dasar argumentasi PEMOHON diatas, maka beralasan hukum untuk
memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan TERMOHON

Sekretariat :
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melakukan PEMUNGUTAN SUARA ULANG di seluruh TPS yang di dalilkan
PEMOHON;

b) Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang
dipraktekkan dalam Pemilu Presiden 2014 sebagaimana Pemohon uraikan diatas
sangat mempengaruhi perolehan suara bagi kedua Pasangan Calon dan hanya
menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja, sebaliknya Pemohon telah
dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum
yang dilakukan Pasangan Calon No Urut 2 yang berkolaborasi dengan dan/atau
bersama-sama Termohon sebagai Penyelenggara.

c) Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon secara
Nasional dan penetapan Pasangan Calon Presiden Terpilih yang dilakukan oleh
Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang cacat hukum dan bertentangan
dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan
Adil (‘LUBER dan JURDIL"), telah dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran massif,
sistematis, dan terstruktur, sehingga beralasan hukum untuk memohon kepada
MAHKAMAH KONSTITUSI RI untuk membatalkan Obyek Permohonan serta demi
memberikan efek jera kepada peserta pemilu sehingga kejadian serupa tidak
terulang kembali, dan memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan
pemungutan suara ulang di 5.802 TPS di Provinsi DKI Jakarta, di Provinsi Jawa
Timur terutama di Kota Surabaya, Kabupaten Siduarjo, Kabupaten Malang, Kota
Batu, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, 287 TPS di Kabupaten Nias
Selatan, 2 TPS di Provinsi Maluku Utara, 2 TPS di Desa Melinggih, Kecamatan
Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-
bukti terlampir, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah
Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pelanggaran Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, tanggal
22 Juli 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014,
tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Suara dalam
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, tertanggal 22 Juli 2014, beserta

Sekretariat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
Email : prabowohatta.sekretariat@gmail.com
° Telp : 0812 8286 1214



vvvvwvvvvvvuvvuu'u'uu‘duJ_J

segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

No. Nama Pasangan Calon Suara %
1 H. Prabowo Subianto — Ir. H.M. Hatta Rajasa 67.139.153 | 50,25%
2 Ir. H. Joko Widodo — Ir. H. Jusuf Kalla 66.435.124 | 49,74%
Jumlah 133.574.277 | 100,00%

Atau, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, maka perkenankan PEMOHON memochon agar
Maijelis Hakim memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Terjadi Pelanggaran Proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 yang Terstruktur, Sistematis dan Massif

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Berita
Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014 jo. Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan dan
Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Nasional sepanjang Rekapitulasi Hasil
Perhitungan Suara di 5.802 TPS di Provinsi DKI Jakarta, di Provinsi Jawa Timur terutama
di Kota Surabaya, Kabupaten Siduarjo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten
Jember, Kabupaten Banyuwangi, 287 TPS di Kabupaten Nias Selatan, 2 TPS di Provinsi
Maluku Utara, 2 TPS di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi
Bali, di Provinsi Papua terutama di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten
Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten
Dogiai, Kabupaten Deyai.

5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh
TPS di Jawa Timur sepanjang di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Batu,
Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi;

6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di
Kabupaten NIAS Selatan sepanjang di 287 TPS;

7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di
Provinsi Maluku Utara sepanjang di 2 TPS di Desa Soasangaji, Kabupaten Halmaerah Timur.

8 Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Provinsi
DKI JAKARTA sepanjang di 5.802 TPS.

9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Provinsi
Sekretariat : Rumah Polonia Jl. Cipinang Cempedak I No. 29, Jakarta Timur
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Bali sepanjang di 2 TPS.

10. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Provinsi
Papua yaitu di :

(1) Kabupaten Jayawijaya
(2) Kabupaten Nduga

(3) Kabupaten Yakuhimo
(4) Kabupaten Puncak

(5) Kabupaten Puncak Jaya
(6) Kabupaten Tolikara

(7) KabupatenYalimo

(8) Kabupaten Pegunungan Bintang
(9) Kabupaten Paniai

(10) Kabupaten Intan Jaya
(11) Kabupaten Dogiyai
(12) Kabupaten Deyai

Afau,

i

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

G

Hormat KUASA PEMOHON,
TIM PEMBELA MERAH PUTIH

Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M.

iz

HABIBUROKHMAN, S.H., M.H. ; DIDI SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.
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7 SAMSUDIN, S.H.

f]
&%—s
ZAINUDDIN PARU, S.H.

0

DR. Hj. ELZA SYARIEF, S.H., M.H.

FIRMAN WIJAYA, S.H., M.H. ALAMSYAH HANAFIAH, S.H.

| AT
L HEE WIDODO, S.H., M.Hum. DOREL ALMIR, S.H., MP.Kn.
~ O\

M. MAHENDRADATTA, SH.,MA., MH., PhD. Dr. S. F. MARBUN, S.H., M.Hum.

DR. HINCA [P. PANDJAITAN, S.H., M.H. AGUS SETIAWAN, S.H.

PARAMITA ERSAN, S.H. JAMALUDIN KARIM, S.H.
FAHMI H. BACHMID, S.H., M.H. MUH. SATTU PALI, S.H.

W
TOTQK PRASETIYANTO, S.H. ~ ROBINSON, S.Sos.,S.H. :

53

DHIMAS PRADANA, S.H.
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Sekretariat

AAN SUKIRMAN, S.H.

="Kt

KRISTIAN MASIKU, S.H.

MELISSA ISTAANES, S.H.

Hj. DIFLA WIYANI, S.H,)M.H.

PANHAR MAKAWI, S.H.

—

o

—
SYARIFUDDIN, S.H.

BAGUS RP RIGAN, S.H.

N

o
TINAHARYANING, S.H., M.H.

SLAMET T, S.H.
ABDULRAHMAN TARJO, S.H.

GANI LATAR, S.H., M.H.

o -

SUTEJO SAPTO JALU, S.H.

"

57"

EGA \7NDRATNO, S.H.

fJ«(,

RITA|BUHERMAN, S.H.
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ACHMAD ARDIYANSYAH BUDIMAN, S.H. DAHLAN PIDO, S.H.

ZAENAL FANDI, S.H. IMAM ASMARA HAKIM, S.H.

ASRI HAYAT SAPUTRA, S.H. RENAL AKTA YUDHA, S.H.

YOSAFAT TUNJUNG TRIHARJANTO, S.H. ALLOVA HERLING MENGKO, S.H.

e "

ST. ADVENT HARI NUGROHO, S.H. ANDREAS E o YULlUS S.H.

S

. P& Shanh Day™  DENI SYAHRIAL SIMORANGKIR, S.H.

4
ERWIN BIMANJUNTAK, S.H. M. MUSLIM, S.H.
FAISAL, S_.H. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H.
MOHAMMAD IKHSAN, S.H. SALAM TAKZIM MAQDIR, S.H.
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AHID SYARONI, S.H.

o

ERWIN FIRMANSYAH, S.H.

— &

A. FURQON NURZAMAN, S.H.

il

2=

WAHYU BASKORQ, S.H.
WARNO, S.H.

RIZA'IRWANSYAH, S.H.

FARID GHAZALLI, S.H.

.

ANIES P ANSHARIE,

FAJAR HERUMURTY, S.H.

b

SYAF AFIF MALIKI, S.H.

Lo

MUHAMMAD SAHAL, S.H.

ﬂigt |
M.R. PAHLEVI EL-ﬁAK!M, S.H., M.H.

WaT
DWI PUTRI CAHV!AH], S.H., M.H.

ROBERTH ARITONANG, S.H., LL.M.

FARHAN HAZAIRIN, S.H.

p

UDHI KUSWANTO, S.H.

[

NOVANDA KURNIAWAN, S.H.

S.H.
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EVI RISNAYANTI, S.H. SULISYYOWATI, S.H., M.H

DR/SYAIFUL BAKHRI, S.H., M.H. DEDY SETYAWAN, S.H

UHDIAN ANSHARI, S.H.
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